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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR, PROSEDUR PENGUSULAN PENGADAAN, SERTA
PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib
administrasi dan tertib pengelolaan barang milik
negara, khususnya kendaraan dinas, diperlukan
adanya persamaan persepsi dan langkah-langkah
secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur
yang terkait dengan pengelolaan barang milik negara
dengan memperhatikan asas fungsional, kepastian
hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan
kepastian nilai;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
mengenai kendaraan dinas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang
Kesehatan, perlu dibentuk standar, prosedur
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pengusulan pengadaan, serta pemeliharaan dan
operasional kendaraan dinas di lingkungan
Kementerian Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, serta
Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas di
Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
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7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
226/PMK.06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 855);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013
Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap
Pada Entitas Pemerintah Pusat;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 40);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 943);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
STANDAR, PROSEDUR PENGUSULAN PENGADAAN,
SERTA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL
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KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan dinas adalah kendaraan yang disediakan bagi pejabat
selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut dan atau
pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan di lingkungan
Kementerian Kesehatan.

2. Kendaraan operasional adalah kendaraan roda 2, roda 4, roda 6,
termasuk kategori khusus yang merupakan sarana penunjang
penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, bukan fasilitas dan hak
pribadi untuk para Penyelenggara Negara serta hanya dipergunakan di
lingkungan kantor.

3. Kendaraan operasional kantor adalah kendaraan roda 2, roda 4, roda 6
yang merupakan sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan kantor.

4. Kendaraan operasional khusus/lapangan adalah kendaraan roda 2,
roda 4, roda 6 yang merupakan sarana penunjang penyelenggaraan
pelayanan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
khusus/lapangan.

5. Standar kendaraan dinas adalah pedoman/ketentuan yang dipakai
sebagai ukuran baku untuk kendaraan dinas.

6. Prosedur pengusulan kendaraan dinas adalah pengaturan atau rambu-
rambu pengusulan pengadaan kendaraan dinas sebagai ketentuan bagi
seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam
menyusun kertas kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/ Lembaga (RKAKL) termasuk output/sub
output/komponen/sub komponen kegiatan yang di batasi.

7. Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas adalah upaya yang
dilakukan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam
kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 2

Pengaturan Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, serta Pemeliharaan
dan Operasional Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan
bertujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap satuan kerja pada unit
utama Kementerian Kesehatan maupun unit pelaksana teknis vertikal
Kementerian Kesehatan di daerah dalam melakukan pengusulan
pengadaan, serta pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar
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penggunaannya dapat dilakukan secara tertib, efektif, terbuka,
transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dalam upaya
meningkatkan efisiensi, penghematan, dan kedisiplinan penggunaan
kendaraan dinas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan,
Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas di Lingkungan
Kementerian Kesehatan meliputi:

a. standar kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. prosedur pengusulan pengadaan kendaraan dinas di lingkungan
Kementerian Kesehatan;

c. pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas di lingkungan
Kementerian Kesehatan; dan

d. tertib penggunaan Kendaraan Dinas dan Operasional.

Pasal 4

Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, Pemeliharaan, dan Operasional
Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2014

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY


